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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Financial Inclusion (Keuangan Inklusif)

1. Pengertian Financial Inclusion (keuangan inklusif)

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren

pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the

bottom of the pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di

daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen

identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang

tercatat sangat tinggi di luar Negara maju.1

Walau mereka tergolong in the bottom of the pyramid serta tidak

mempunyai tabungan (saving) dapat dipercaya antara mereka masih

memiliki benda bergerak tidak produktif (holding) yang dipakai sehari-

hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan

untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau

bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun

adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa

menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika

mereka dibantu dan dibina.2

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu

yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah

1 www.bi.go.id 30 Mei 2016
2 Bahctiar Hassan Miraza, Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan
Akuntansi, vol. 23, no 2 (Desember 2014) h 1
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(in the bottom of the pyramid) pada umumnya tidak semudah membangun

kelas atas (middle and high income) mereka mempunyai pandangan yang

terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka

melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina

karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu

diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah

yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi

masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.3

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai

upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun

non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa

keuangan.4

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional

keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan

penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan

terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan

martabat.5

Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan

Financial Inclusion sebagai “The proportion of individuals and firms that

use financial service has become a subject of considerable interest among

policy makers, researchers and other stakeholders.’’ financial inclusion

3 Ibid h 2
4 Halim Alamsyah, “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan
UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah.” 19 April 2015
5 Kementerian Keuangan (2013), Strategi Nasional Keuangan Inklusif, www.fiskal.depkeu.go.id.
23 April 2015
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merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan

jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok

individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses

yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.6

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank

(2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiati (2013) adalah sebagai

suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala

bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap

akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa

keuangan.7

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala

upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang

bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam

memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat

yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama

untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau

atau daerah perbatasan.8

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk

pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang

ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk

6 Meilisa Salim et.al, Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta
Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas
Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara, 2014
7 Strategi Nasional Keuangan Inklusif. www.fiskal.depkeu.go.id, 23 april 2015
8 Triana Fitriastuti, et . al, Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi
Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, Indonesia), (2015), h 40
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memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana

menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun

pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk

dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi.

Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan

tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga

lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui

strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga

pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan

terstruktur.9

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan financial

inclusion mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya

menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun

konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien,

sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu

memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya

mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris

menunjukan bahwa Negara-negara dengan populasi penduduk yang besar,

belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor formal lembaga

keuangan dan juga menunjukan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan

ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, financial inclusion hari

9 Keuangan Inklusif, www.bi.go.id, 16 Juni 2015
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ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan

perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi financial

inclusion.10

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan financial

inclusion secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak

hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit

dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan

melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi

keluarga miskin.

Financial Inclusion ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan

sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang

tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit

diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan

instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan

yang pro rakyat.

Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah

lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat

terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis

syariah adalah baitul ma>l wat tamwil, selain prinsip-prinsip syariah yang

menjadi basis fundamentalnya, operasional BMT dilakukan dengan cara

pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini

10 Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di
Indonesia, Etikonomi, Vol 14 No 2 (Oktober 2015), h 223-224



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para

anggotanya.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT mempunyai peran

signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai

pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya akses

oleh masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran BMT untuk

mengembangkan sektor ekonomi riil, maka fungsi BMT di bidang

penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan diharapkan

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara andil dan merata.11

Kegiatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung stabilitas

keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang

kokoh. Dari sisi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta

dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.12

2. Visi dan Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif)

Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan

untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh

lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya

stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

11 Hermansyah. Bank Syariah: Lokomotif Inklusif Keuangan.Kompasiana, (27 Februari 2014)
12 Farhan Maulani, Pengertian Financial inclusion, http://handuk-
qu.blogspot.com/2013/12/pengertian-financial-inclusion.html#. 16 juni 2015
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Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan

dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi

besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan,

pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok

miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan

akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang

lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk

memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua

kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui

serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.

c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.

Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan

keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat

merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.13

d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi

orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa

masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan

13 Moh Agung Setiawan, “Implikasi Program Financial Inclusion terhadap Financial Literacy
Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Personal melalui Unit Perantara Layanan Keuangan
(UPLK) atau Branchless Banking”, http//:Moh-angscorp2.blogspot.com/2014/08/financial-
inclusion-banchless-banking.html?m=1,”15 April 2015”
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permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam

menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan

lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya

pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang

memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu,

sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung

pencapaian stabilitas sistem keuangan.

f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat

mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal

melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan

peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan

perluasan jangkauan dan resikonya.14

3. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

a. Sasaran Umum Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan

nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan

pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

14 Moh Agung Setiawan, “Implikasi Program …….. 15 April 2015”
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Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok

yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan.15

Pengelompokan kategori miskin:

1) Termiskin dari yang miskin

Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan

karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak

memiliki pendapatan.

2) Miskin berpendapatan rendah

Mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa

akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Termasuk

kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan

sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang pada

umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lainnya

yang bersifat padat karya.

3) Miskin bekerja

Kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di

sektor informal.

4) Bukan miskin

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak

memenuhi criteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat

miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.16

15 Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan
UMKM,Nasional Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating
Poverty Reduction”, (juni) 2012, 8
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5) Pekerja migrant domestik dan intenasional

Indonesia merupakan Negara penerima remitansi ketiga

terbesar di wilayah asia-pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran

atau lazim disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah

perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI

biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki

akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama

membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat,

dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di

daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah

tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah pedesaan

dengan tingkat pendapatan rendah.

16 Ahmad Subagyo, “Strategi Nasional Kebijakan Keungan Inklusif”, (maret), 2016. h 9
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6) Perempuan

Di banyak Negara berkembang, kerap terdapat perbedaan

besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan,

dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan. Sehingga dalam

mengembangkan akses terhadap layanan keuangan adalah penting

untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-

laki dan perempuan miliki kesempatan yang sama untuk

mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki

saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk

memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi

keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan

lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih

memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki

asuransi harta benda.17

7) Penduduk daerah terpencil

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah

perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa

keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada

di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah

pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran

geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi

strategi nasional keuangan inklusif untuk member perhatian khusus

17 Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan
UMKM, Nasional Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating
Poverty Reduction, h 10
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kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses

ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.18

b. Kerangka keuangan inklusif

Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam

pilar sbb:

1) Edukasi keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa

keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal. Ruang lingkup

edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran

tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan

kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c)

perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.

2) Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada

kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan

pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun

bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan

sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.19

3) Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan

tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi

18 Ibid h 10
19 Ibid h. 12
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bankable oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin

produktif serta serta usaha mikro kecil. Inisiatif pilar ini meliputi:

a) peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan

teknis, b) sistem jaminan alternatif, c) penyediaan layanan kredit

yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.

4) Kebijakan atau peraturan yang mendukung. Pilar ini mengacu pada

kebutuhan untuk menambah atau memodifikasi peraturan, baik

oleh pemerintah atau BI, untuk meningkatkan akses akan jasa

keuangan. Pilar ini meliputi beberapa aspek: a) kebijakan

mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, c) mendororng perubahan ketentuan

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara

proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana

bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk

meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun

kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan

arah kebijakan secara berkelanjutan.20

5) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan

segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan

layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi

20 Ibid, h. 12
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alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitas forum

intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan

kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk

mengatasi masalah informasi yang asimetri, b) peningkatan

kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala

usaha, c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa,

dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian

pada prinsip kehati-hatian.

6) Perlindungan konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki

jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan

dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang

ditawarkan. Komponen yang ada pada pilar ini meliputi: a)

transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi,

d) edukasi konsumen.21

c. Indikator keuangan inklusif.

Untuk mengetahui sejauh mana perekembangan kegiatan

keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa

referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam

mengembangkan keuangan inklusif adalah:

1) Ketersediaan / akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa

keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.

21 Ibid, h. 13
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2) Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk

dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama

penggunaan).

3) Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah

memenuhi kebutuhan pelanggan.

4) Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap

tingkat kehidupan pengguna jasa.22

B. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh kementerian/instansi terkait

dalam rangka implementasi strategi nasional keuangan inklusif. Hal ini

menunjukan komitmen dari berbagai kementerian/instansi terkait untuk secara

aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa depan serta

program-program yang berkaitan dengan strategi nasional keuangan inklusif

diantaranya:

1. Peran keuangan inklusif sangat penting untuk pengentasan kemiskinan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan.

2. Penerapan SNKI memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik dari

berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah, swasta,

dan masyarakat sendiri.

3. Proses implementasi dan pemantauan strategi nasional keuangan inklusif

akan terbagi dalam

a. Inventarisasi ketersediaan data dan diagnose kondisi saat ini

22 Ibid,h. 14
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b. Penentu target dan tujuan yang tercantum dalam indikator kinerja

utama

c. Peran sektor publik dan swasta, dan

d. Pemantauan kemajuan kegiatan

4. Kepemimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan tindakan dan

mempertahankan dorongan serta momentum untuk reformasi.23

C. Peranan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Implementasi Strategi

Nasional Keuangan Inklusif

Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi

Nasional Keuangan Inklusif melalui penanan sebagai berikut:24

1. Mengkoordinasi kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian/lembaga

terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam

perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif

2. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan

prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah antara lain

dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan

stakeholder terkait

3. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif.

Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan

dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Penetapan program dan prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil

23 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Financial Inclusion
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Jurnal,(juni 2013), h 22
24 National Strategi For Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Poverty Reduction,
h 15
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pemetaan potensi daerah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, selanjutnya

untuk mempermudah pelaksanaanya, dibuat pedoman pelaksanaan

program keuangan inklusif

4. Sebagai focal point (titik fokus) untuk kegiatan tertentu yang menjadi

kewenangan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional

keuangan inklusif. Bank Indonesia menjadi focal point dengan fokus pada

edukasi, perlindungan konsumen, pengaturan dan pengawasan dibidang

sistem pembayaran; edukasi perencanaan keuangan; pengaturan dan

pemetaan sistem informasi untuk keuangan inklusif; serta pengembangan

akses keuangan UMKM

5. Mensosialisasikan program keuangan inklusif. Khususnya kepada kantor

perwakilan wilayah Bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait

6. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di luar

Bank Indonesia. Dalam rangka memperluas pengembangan keuangan

inklusif diperlukan kerja sama dengan berbagai lembaga baik di tingkat

nasional, regional maupun internasional

7. Melaksanakan kegiatan keuangan inklusif yang relevan dengan tugas dan

wewenang Bank Indonesia

8. Mengevaluasi program kegiatan keuangan inklusif. Bersama dengan

kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan keuangan

inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa

datang.25

25 Ibid, h 16


